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BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR i4 TAHUN 2076

TENTANG

TATA CARA PERGESERAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 160 peraturan MenteriDalam Negeri Nomor 13 Tahun 2ogg !.14;;;-p;oman pengelolaanKeuangan Daerah,- sebagaim..r. r..t.h beberapa kali diubah terakhirdengan peraturan naentJri Dalam Negeri rvorrro. zi Tahun 2ortperrumenetapkan peraturan Bupati tentang Tata cara pergeseranAnggaran pendapatan clan Beianja Daerah

1' Undang-undang Nomor 69 Tahun 195g tentang pembentukanDaerah-daerah Tingkat II Daram wilayah oa..arr_oaerah Tingkat IBali' Nusa Tenggara Barat dan Nusa" T.;g;;;; Timur (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 19sB fir'";;. r22, ,lambaha.
Lembaran Negara Republik Indonesia fV"*". 

^iZSSt;
2' undang-undang Nomor 17 Tahun 2oog tentang Keuangan Negara( Negara Republik rndonesia i"h;;i6;';f;; or 4r, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia fVorno. +iaOl;3' Undang-undang Nomor 1 Tahun 2oo4 tentang perbendaharaanNegara (Lembaran- Negara Republik rrriorr."i. Tahun 2oo4Nomor s, Tambahan lembaran Negara Repubrik IndonesiaNomor a355);
4' Undang-undang Nomor 1s Tahun 2oo4 tentang pemeriksaanPengelolaan g:: Tanggungj"ylb K.uu.rga.i'N.g"., (LembaranNegara Repubrik Indonesii Tahun zoof=No*o, 66,TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor aaoo);5' undang-Undang Nomor 23 Tahun zoli-ientang eemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik r.rJorr."r" Tahun 2or4Nomor 244, Tanibahan- Lembaran Negara Repubrik Indo.esiaNomor 5587) sebagaimana telah diuua"h blr.rup. kali terakhirdengan undang-urrd..rg Nomor 9 Tahun 2ors tentang perubahanKedua Atas Unda,g-U:ndang Nomor 23 rarru., 2ol4 tentangPemerinta Daeiah (Leribaran Negara Republik IndonesiaTahun 2or4 Nomor 5g, iambahan r,".iuu..r, Negara Repubrikindonesia Nomor 56T9);
6. Peraturan pemerintah'Nomor 24 Tahun 2o0s tentang standar

tl;?:.i;^I.flT1ll*^ t*-!a1an Negara Republik rndonesia



7' Peraturan pemerintah Nomor 56 Tahun 2oo5 tentang sistemInformasi Keuangan Daerah lr.emua.ai-'w.g.r. RepubrikIndonesia Tahun 2o0s Nomor 13g, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor aST6);B' Peraturan pemerintah Nomor sd Tahun 2o0s tentang pengelolaa.Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2oos Nomor 140, Tambahan i.-to..r, Negara RepubrikIndonesia Nomor 4STB);
9' Peraturan Menteri.Daram Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentangPedoman pengeloraan Keuingan Daerah sebagaimana telahdiubah beberapa kari terakhir denga., p.r"t.r*n Menteri DalamNegeri Nomor 21 Tahun 2orr teritang p"r"t"rr"n Kedua AtasPeraturan Menteri Daram Negeri Nomor rs-iarrun 2006 t.ri..rgPedoman pengelolaan Keuang"an Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupate"n Timor iengah Selatan Nomor STahun 2or4 tentan-g eokok-pokok peng.i.r?"" Keuangan Daerah(Lembaran Daerah Kabupaten Timor tJ"g"r, s.iatan Tahun 2or4Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

N'it:rrcrapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA 
'ERGESERAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

orr"*ffi uMuM

Pasal 1Dalrrnt Peraturan ini yang dimaksud dengan:
1 . I)arerah adalah Kabupiten Timor Tengah Selatan;2' l)ernerintah Daerah adalah pemerintai K"-b-;;;.n Timor Tengah Seratan;ai. Bupati adalah Bupati Timor Tengah Selatan;4 llekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Timor Tengah selatan;5 'l'im Anggaran Pemerintah Daerah l.rg ".t.rlrrt.rya disingkat TApD adalah Tim)'ang dibentuk dengan Keputusan euplti aan aipimpin oleh sekretaris Daerah-\'ang mempunyai tugas menyiapkr., ."it. melaksanakan kebijakan Kepala Daerahclalam rangka penyusunan APBD yang 

""ggo;"ya-terdiri dari pejabat perencanariaerah, ppKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan;(t' l\eltangan Daerah adalah semua hak dan- kewajiban dae.ah dalam rangkalrenyelenggaraan pemerintahan daerun v""g dapat dinilai dengan uang termasukclidalarn^ya segala bentuk kekayaan' ,"'"i* berhubungan dengan hak danl<eu,ajiban daerah;
7' Anggaran pendapatan dan Beranja Daerah, ylrs selanjutnya disingkat ApBDiidalah rencana keuangan tahunan pemerintah"daeiah v.rif ;t;has dan disetujuil;ersama oleh Pemerintah Daerah ian opno,- dan ditetapkan dengan peraturanDaerah;
8. Satuan Kerja perangkat Daerah

pcrangkat daerah pada pemerintah Ju.g_ selanjutnya disingkat SKPD adalahDaerah selaku pengguna Anggaran/penggunaltarang;
9. Satuan

adalah i?i"Hf.,t1.LT.":::^ oT:11-ryg selanjutnya disingkat sKpKD



lo

ti

12.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yalg selanjutnya disingkat ppKD adalahiiepzrla satuan Kerja pe.,g.lola keuangan dierah y;.rg selanjutnya disebut denganKeperla SKPKD {1lg mempunyai tu-gas -.r"t.L.akan pengelolaan ApBD danbcrtindak seUagii eJndahai. U*r- Daerah;
Dokumen Peraksanaan Anggaran sKpD yang selanjutnya disingkat DpA_sKpDadal:rh Dokumen yang memuat pendapatai, eeranja dan e"-*ui.y..., yangdrgu'akan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran;D.k,men Pelaksanaan perubahan enggaian sKpD yang seranjutnya disingkatDPPA-.KPD adalah Dokumen yang memuat perub.ahan pendapatan, belanja danpr:mbiayaan yang digunakan sebagai dasar p.t.t 

"..r.;" ;J;;;han anggaranoleh pengguna anggaran.

DASAR pER"$##RAN ApBD

Pasal 2(1) Dalam pelaksanaan anggaran tidak tertutup kemungkinan adanya perubahandinamika yang berkembang, 
1-tau adanya ketentuan peraturan perundang-undangan dan adanya kebijakan n.*.-.r*4 yang u..Jr.t strategis,sementara anggaran yang tercantum daram APBD beium *.rr...rprng haltersebut' maka dalam rangka tertib administrasi anggaran, apabila dalamt*hun anggaran berjalan teidapat perubahan jumlah &;;; beranja yangtcrcantum dalam A'BD, *.t . ' ,r"trt 

-- 
feiaksanaan angga.an belanjadimaksud dapat dilakukan pergeseran anggaran.(2) Pergeseran anggaran antar u.rit-o.gu"i.iSi,-intar kegiatan dan antar jenisbelanja serta pergeseran antar :.bv& belanja dalam jenis belanja dan antarrincian obyek belanja diformulasikan dalam DppA_sKpD.(3) Anggaran yanq 

.mengalami perubahan baik berupa penambahan dan/ataupengurangan akibat pergerseran sebagaimana dim;ks;J;;;;"t (2), harus
33ilH:?l"Slli[#x?"51,....,g^. peraturan Kepaia Daerah tentang

JENI S PERGE S ERAN DAR1fi J,,Io*,. * E PERS ETUJUAN

Pergeseran antar rilcian :oy.i l.jolr. 0"., /atau obyek beranja berkenandapat dilakukan atas persetr.lr^., ppKD.
Pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenan dilakukan ataspcrsetujuan Sekretaris Daerah.
Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pad? ayat (1) dan ayat (2)dilakukan dengan 

. 
cara mengubah peraturan t<eplta 'a""i"r, 

tentangpenjabaran ApBD,seba€ai dasar"pelaksanaan urriur. seranjutnya dianggarkandalam peraturan daerah tentang perubahan ApBD.Pergeseran anggaran antar unit organisasi antar kegiatan dan antar jenisbelanja merupakan kewenangan DPRD. ^u-rd'L'1rr Ltan a.

Pergeseran anggaran belanja sebagaimana dimaEya pada ayat (4) dapatdilakukan mendahului perietapan perubahan ApBD, apabila terdapat haltertentu yang bersifat 
. 
strategis.Terhadap h;i i;;".but pemerintah Daerahdapat meminta persetujuan o"pRo dengan Keputusan pimpinan DpRD untukmerealisasikan anggaran belanja yang mengalami perubahan.Pergeseran anggaran belanja aitaiut<an me"lalui oinerhitrn pcrorrrran D,.*^+j

(1)

|2)

(3)

(4)

(s)

(6)



€r' pergeseran anggaran mendahului.peletapan perubahan ApBD;b. pergeseran anggaran antar o.bv9k u.r.":rt.ram kegiatan berkenan; dan
(7 ) 3 ff tr'.ffitf ?:ffi:ffi:f 

r rirrcian 
"at;k belanr a gil"* r." g,atan berkenan

('3) Ljntuk melaksanakan Peraturan Bupati tentang perubahan penjabaran ApBD,Kepala sKpD menyusun DppA-Sxpo uniur.t"-p..o1eh persetujuan:' ;:ilitffT" ffifi untuk perseseran anssaran mendahului penetapan
b. sekretaris Daerah untuk

j e n i s be ranj a 0..r..,,.,, ;;.'"" l?'-: :ii: rf"-f ::T"ruH o bve k b e ranj a d aram
c' PPKD untuk p".g.""..., anggaran antar. rincian obyek belanja dalamrincian obyek belanja berkenaan pada kegiatan yang sama;(9) Dalam rangka efesierisi dan etet tirit." p.iir.sanaan anggaran tidak tertutupke mun gkinan adanyu p..rb.rru,,rrui."';;;; tercantuni-daram rin cian obye kbelanja pada pada opa-srpD diluar f;;;#;:" anggaran, meriputi:a. perubahan harga satuan dan volum-;:;;;'b. perubahan lokali.

i t0) Perubahan" 
i:'#i;:ixntxilil,-f#lli;r.ff xil. 

1?r" : H:.[ H:il;r#i:Jfi
a' perubahan harga satuan dan atau iJ"-. ylrg harga satuannya diatasRp. 1s.o0o.o,o,- (rima belas ju.ta rupi"nr'"r*u irrggr?"Jietanja pegawaidan belanja barang/iasa setei"i, *.rlp.rttJn p....tujuan TApD;b' perubahan hargu -"u-ir..r-dan atau;;; untuk anggaran belanja modalsetelah mendapat.persetujuan TApD; danc' 

f;;*)ahan 
lokasi kegiaian/pekerjaan setelah memperoreh persetujuan

(i l) Terhadap perubahan uraian yang tercantum dalam rincian obyek beranjapada DppA-sKpD d,uar 
"ukrpu' sebagaimana dimaksuJ aatam ayat (10)dapat langsung direalisasrt<an petat 

".rr"i., .rgg"..r, beranjanya

(1) Dalam kegiatan
berikut:

BAB IV
TUGAS PIHAK TERKAIT

pasal 4
pergeseran anggaran ini, Bupati memiliki tugas sebagai

a' Menyampaikan surat tertulis kepada pimpinan D,RD terhadap usuranpergeseran anggaran mendahurui penet.purr'e..ubahan A,BD.b' Mengotorisasi.rat'"tttgtt-e.raturan eupati tentang perubahai-, o..r1u0..".,A'BD menjadi peratuian Bupati tentang perubahan ApBD(-r) 
|Jl',ffi,, 

kegiatan p..g......, -r.,gg..., 
i.ri, TAPD .rr.*fir.i tugas sebagai

a' meneliti dal mengkaji usuran pergeseran anggaran yang diajukan olehf:,l.;Xtiff?#:[ aitampung dalair p...iri.., Bupati tenlang perubahan
b' meneliti dan mengkaji usulan perubahan uraian yang tercantum dalamrincian obvek belanja p"au onra sKt_; y."gii..yrt 

"n 
oreh kepara sKpD.c' melakukan pembaha"an rancangan oppa-5rpli-.ii" *.ri"?ot,kan BeritaAcara perse tuj ull J.l!f ap p.mb.hasan ...r".., g.n D ppA_ S KpD .d. menyerahkan DppA-SKpD irjro fclatr cco:r^i r-^_^ _I



(4)

e' menerbitkan Berita Acara Persetujuan terhadap usulan perubahan uraian
Iilfl-:f""11;Hr$i't?o;"cian tbv'r. ulr..,j. paaa bppa-sr<po yang

1" menampung, meneriti dan mengkaji usulan pergeseran anggaran yang
$:XtTffiSh 

Kepala SKPD ,r.'t.-,tiaii"-p""e rebih lanjut dalam perubahan
(3) 

3$'1il,1:?',?Tl 
perseseran anssaran ini, sekretaris Daerah memiliki tugas

a' memberikan pertimbangan 
. 
terhadap usulan 

- 
pergeseran anggara.mendahurui penetapan pe-rubahan apgb y.l!}..irkan oleh Kepara sKpD;t 

jT;t';:i::jl fJ.?.',1?#n 
perseseran anssaran antar obyek beianja dalam

c' menyetujui dan menyerahkan rancangan peraturan- Bupati tentangPerubahan penjabaran ApBD \.naaa eupitiu.rtuk ditandatangani;d' memimpin TA'D 
. 
dalam pemuaha""; 

-;;;J"...r, 
anggaran mendahuruipenetapan perubahan ApBb.

3;;lffi,,kegiatan 
pergeseran anggaran ini, ppKD memiliki tugas sebagai

a' menerima has, pembahasan TApD terhadap pergeseran anggaran untuk
$:tffiHi olt$fit* tt""tt'g,., Peraturan Bupati tentang- perubahan

b' menyelenggarakan administrasi pelaksanaan pergeseran anggaran.
ffi;,*pkan 

rancangan peraturan Bupati tentang perubaf,in penjabaran

' fi :llff*ffi ;HL'd*x?*":#ffi l?;H' 
p e n gaj uan p e rse s eran an ssaran

e' menerbitkan persetujuan pergeseran anggaran antar rincian obyek belanjadaiam obyek belanja-b..tn..r..'., pada kegiatan yang sama.f. mengesahkan DppA_SKpD.

3;i?T,,kegiatan 
pergeseran anggaran ini, sKpD memiliki tugas sebagai

a' mengajukan _5u.ran pergeseran anggaran mendahului penetapan
fnf"n"n APBD kepada Birpati metatui's.r.r.tu.i" Daerah selaku Ketua

b' mengikuti pembahasan terhadap usuran pergeseran anggaran mendahuluipenetapan perubahan ApBD yang dilaksanakin oreh panitia Anggaranc 
ry;git<uti 

pembahasan ,u.rl.rrgu, DppA-sKpD yang dilaksanakan oleh
d. menyusun DppA-SKpD
e. mengqiukan ueula.n Berge.eran qnggerafl a.ntar obyek beranja dalam jenis- belanja berkenaan kepaia s.r..Lturr" Daerah.f' mengajukan usulan- p..g."..u., anggaran antar rincian obyek belanjadalam obyek belanja berkJnaa., t.pajippfo. -"
g' mengajukan usulan perubaha., ,_,."ir., yr.rjl.r"antum dalam rincian obyek

i:lffi,]."9."0" oppe-sxpn vans memerlukan persetujuan pejabat

(s)

h. menerbitkan Keputusan
tercantum dalam rincian
TAPD.

Kepala SKPD tentang perubahan uraian yangobyek belanja setelai -.*p..oilr, p.r..i"j;;;
' ilJ 

-".r:?ffi 
: S.l*# T?" T5.ql:.i l1ll "l b e rj ar31 dar am ran gka e fe sien si



(l)

BAB V
LANGKAH-LANGKAH TEKNIS

pasal 5
Peny,r.rsunan usulan pergeseran anggaran :,' kepaia SKPD mengevaluasi pelit-sanaan anggaran tahun berjalan sertamemantau perkembangan peraksanaan t .ur;"t rn pemerintah danpemerintah daerah terhadap program/kegiatan yang menjadi bidangtugasnya;
b' kepala SKPD mengajukan usulan pergeseran anggaran kepada sekretarisDaerah selaku Ketua TAPD disertai alasan/pertim6-ang"" y""g -enguatkandan dilengkapi dengan DppA-SKpD;
c' PPKD menghimpun usulan pergeseran anggaran yang disetujui sekretarisDaerah selaku Ketua. TAPD guna dibahas reiirr lanjut o-leh TApD; danci' kepala SKPD mengajukan usulan kepada Sekretaris Daerah selaku KetuaTAPD terhadap perubahan uraian yang tercantum dalam rincian obyekbelanja pada DppA-sKpD yang memerlukan persetujuan pejabatberwenang.
Penerbitan persetujuan pergeseran anggaran:
a' Sekretaris Daerah berdasarkan hasil pembahasan TApD terhadap usulanpergeseran anggaran antar obyek belanja menerbitkan KeputusanPersetujuan terhadap pergeseran anggaran yang menjadi kewenangannya,serta memberikan persetujuan terhadap nppa-skpD; dan
b' PPKD berdasarkan hasil pembahasan TAPD terhadap usulan pergeserananggaran antar rincian obyek belanja menerbitkan Keputusan persetujuan

terhadap pergeseran anggaran yang menjadi t "*..r.rg^.r.ry., sertamengesahkan DppA-SKpD.
Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang perubahan penjabaran
APBD:
a. PPKD berdasarkan surat pemberitahuan kepada pimpinan DPRD ataspergeseran anggaran mendahului penetapan perubahan ApBD, menyusunrancangan Peraturan Bupati tentang perubahan penjabaran ApBD; danb' Bupati berdasarkan pertimbangan Sekretaris Daerah selaku Ketua TApD,mengotorisasi rancangan Peraturan Bupati tentang perubahan penjabaran

- APBD menjadi peraturan Bupati.
Penerbitan DPPA-SKpD:
a' kepala SKPD menandatangani DPPA-SKPD untuk disahkan oleh ppKD dan
. memperoleh persetujuan Sekretaris Daerah;
b' pengesahan DPPA-SKPD oleh PPKD dan persetujuan sekretaris Daerahterhadap DPPA-SKPD dapat dilaksanakan sejaian o."c;-penerbitanKeputusan Persetujuan terhadap pergeseran anggaran; danc' DPPA-sKPD yang telah disahkan oterr ppxD d-isampaikan kepada KepaiaSKPD, satuan Kerja pengawas Daerah serta fungsi teikait ra""i".Penerbitan Keputusan I(epala .sKpD tentang" perubahan iaian yangtercantum dalam rincian obyek belanja pada oppl-sxpo:
a. kepala SKPD berdasarkan Berita Rtara persetujuan TApD menyangkutperubahan uraian yang tercantum dalam rincian otyek belanja paaa DppA-SKPD, menerbitkan Keputusan Kepala sKpD tentang perubahan uraianyang tercantum dalam rincian obyek belanja pada DpA:sKpD; danb. keputusan Kepala sKpD tentang perubahan uraian yang t.r"rrrir* dalamrincian obyek beranja pada DpFA-sKpr). merupakan tairpir""-y."g tidakteroisahkan dari nppA-sLDn r.:^^-- -:r

(2)

(3)

(4)

(s)



BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6
l)cnrturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggai diundangkan'

i\geir sctiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati
rrri tlengan peneripat.ni.ya dalam Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan

Ditetapkan di SoE
pada tanggal 18 Pebruarr2016

(
l, eupert rIMoR TENGAH SELATAN,

LUS V.R. MELLA

Diundangkan di SoB
pada tanggal 18 Pebruari 2Ot6

't.tr .j r
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